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BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di Desa maka perlu diatur tentang standar
pertanggungjawaban belanja barang dan jasa di Desa;

b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
belum mengatur mengenai standar pertanggungjawaban
belanja barang dan jasa di Desa sehingga perlu melakukan
perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati dimaksud,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor
25 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang .......
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun
2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dibentuk TPK.

(2) TPK ......
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(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk setiap
kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur
Pemerintah Desa dan Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa atau
sebutan lain pada Desa setempat.

(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Urusan yang
memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa atau sebutan
lain yang aktif dan memiliki kompetensi dibidangnya.

(6) Dihapus

(Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dipilih dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa).

(7) Jika unsur TPK yang berasal dari Kelembagaan Masyarakat Desa
berhalangan tetap maka Kepala Desa dapat menunjuk penggantinya.

(8) TPK berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
a. Ketua, berasal dari Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Sekretaris, berasal dari kepala urusan pemerintah Desa atau unsur
kelembagaan kemasyarakatan Desa sesuai dengan kemampuan;
dan

c. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Pemerintah Desa atau
dari unsur Kelembagaan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

(9) Untuk penandatanganan dengan Penyedia Barang/Jasa dan dokumen
lainnya dilakukan oleh ketua untuk dan atas nama pelaksana kegiatan.

(10)Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memiliki wawasan dan pengetahuan tentang Desa;

c. memiliki integritas, disiplin dan Dbertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah melakukan
tindak pidana korupsi;

e. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di
Pemerintah Desa;

f. memiliki kemampuan = kerja secara  berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;

memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung;

0

h. menandatangani fakta integritas; dan

i. contoh fakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf h
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11 ......
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Pasal 11

Besaran honorarium TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 ayat (1) adalah:

(1) Kegiatan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ditetapkan sebesar :

a. Ketua Rp. 200.000,-/bulan;
b. Sekretaris Rp. 150.000,-/bulan; dan
c. Anggota Rp. 125.000,-/bulan.

(2) Kegiatan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditetapkan

sebesar :

a. Ketua Rp. 250.000,-/bulan;

b. Sekretaris Rp. 200.000,-/bulan; dan
c. Anggota Rp. 175.000,-/bulan.

(3) Kegiatan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan

sebesar:

a. Ketua Rp. 300.000,-/bulan

b. Sekretaris Rp. 250.000,-/bulan; dan
c. Anggota Rp. 225.000,-/bulan.

(4) Kegiatan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditetapkan

sebesar:

a. Ketua Rp. 350.000,-/bulan

b. Sekretaris Rp. 300.000,-/bulan; dan
c. Anggota Rp. 275.000,-/bulan.

(5) Kegiatan dengan nilai diatas Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)
ditetapkan sebesar:

a. Ketua Rp. 400.000,-/bulan
b. Sekretaris Rp. 350.000,-/bulan; dan
c. Anggota Rp. 325.000,-/bulan.

. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf ¢ diubah, huruf e dihapus, ayat (4) huruf
g diubah, huruf f diubah, ayat (5) huruf ¢ diubah, ayat (6) diubah, ayat (7)
diubah, ayat (8) diubah, ayat (9) diubah, dan ayat (10) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17
(1) Tata cara pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah); dan

c. pengadaan .....
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(4)
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c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah).

Nilai pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan besarnya rencana pembelian satu atau beberapa
bahan/material yang tertuang dalam RAB.

Tata cara pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. melakukan pembelian langsung atas Barang/Jasa kepada 1 (satu)
penyedia Barang/Jasa;

b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran
secara tertulis;

c. melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara langsung ditempat
kepada Penyedia Barang/Jasa;

d. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,
faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; dan

e. dihapus.

Tata cara pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. TPK melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung
atas Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa;

b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis kepada
penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa
(rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan
satuan);

c. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang
berisikan daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga kepada TPK;

d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,
faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia Barang/Jasa
terpilih di papan pengumuman kantor Desa dan tempat strategis
lainnya di Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :

1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2) nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
3) harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar);

4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
dan

5) tanggal diumumkan.

g. contoh surat permintaan penawaran tertulis dari TPK kepada
penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h. contoh .....
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h. contoh surat penyampaian penawaran tertulis dari penyedia

Barang/Jasa kepada TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tata cara pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

a.

TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis
dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan
daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup
pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis
Barang/Jasa;

penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis
yang berisi daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap
kedua penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;

apabila spesifikasi teknis Barang/Jasa yang ditawarkan:

1. dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan
dengan proses negosiasi secara bersamaan;

2. apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia Barang/Jasa, maka
TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia Barang/Jasa
yang dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka
TPK membatalkan proses pengadaan.

apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses
pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia
Barang/Jasa yang lain;

TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh
harga yang lebih murah diantara kedua penyedia Barang/Jasa
tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang
diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang
atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan kedalam berita acara
hasil negosiasi;

ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatangani surat
perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:

tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
para pihak;
ruang lingkup pekerjaan;

tata cara pembayaran;

1.

2

3

4

5. nilai pekerjaan;
6. hak dan kewajiban para pihak;

7. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
8. ketentuan keadaan force majeure; dan
9

sanksi, termasuk denda keterlambatan.
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(7)

(8)

9)

(10)
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h. pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi surat
perjanjian sebagaimana dimaksud para huruf g, adalah pemilik
toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/atau pihak lain yang
bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta
pendirian/anggaran dasar sepanjang pihak tersebut
pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga
kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang
yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar;

i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia
Barang/Jasa terpilih dipapan pengumuman kantor Desa dan
papan/tempat strategis sekurang-kurangnya mencantumkan:

nama barang atau pekerjaan yang diadakan,;
nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;

harga hasil negosiasi;

s> b=

jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
5. tanggal diumumkan.

Contoh surat undangan klarifikasi dan negosiasi dari TPK kepada
Penyedia Barang/Jasa, diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Contoh surat permintaan penawaran tertulis dari TPK kepada
penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Contoh surat penyampaian penawaran tertulis dari penyedia
Barang/Jasa kepada TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Contoh berita acara hasil negosiasi antara TPK dengan penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Contoh surat perjanjian kerja sama antara TPK dan penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g tercantum

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 19

Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa berdasarkan progress pekerjaan.

Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan
pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Contoh .....
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(4) Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

(1) Desa dapat melaksanakan kegiatan bersama antar Desa melalui kerja
sama antar Desa.

(2) kegiatan melalui kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan unsur :

a. efisiensi;

b. efektifitas;

c. kegiatan yang berada di batas Desa; dan
d. kesepakatan antar Desa.

(3) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kerja sama antar Desa dituangkan
dalam Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang disusun
dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama
antar Desa.

(4) Kegiatan melalui kerja sama antar Desa dituangkan ke dalam RKPDesa.

(5) Pertanggungjawaban kegiatan melalui kerja sama antar Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. bukti penyerahan dana kegiatan melalui kerja sama antar Desa
kepada panitia/tim kegiatan kerja sama antar Desa;

b. keputusan bersama antar Kepala Desa;

c. laporan panitia/tim kegiatan melalui kerja sama antar Desa dengan
melampirkan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
kepada masing-masing Kepala Desa; dan

d. proses pengadaan Barang/Jasa kegiatan melalui kerja sama antar
Desa mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Hari.

Ditetapkan : Muara Bulian
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

BUPATI BATANG HARI

dto
SYAHIRSAH SY

Diundangakan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Dto

BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 NOMOR 13



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018

CONTOH SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI UNTUK
PENGADAAN BARANG/JASA DIATAS RP. 200.000.000,-

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA ............. KECAMATAN ..........
KABUPATEN BATANG HARI

Alamat @ ..o
.......... 20..
Nomor : Kepada Yth.
Sifat :  Penting Direktur/Pemimpin/
Lampiran : 1 (satu) berkas Pemilik......c....ooeiiiiinis
Perihal :  Undangan Klarifikasi dan Di -

Negosiasi harga

..........................

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan .......
Yang didalamnya terdapat paket dan pekerjaan ...... , kami
bermaksud untuk menawarkan pengadaan Barang/Jasa kepada
perusahaan/CV saudara. Untuk keperluan dimaksud, bersama ini
kami mengundang saudara pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Klarifikasi dan negosiasi harga

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima

kasih
.................. RN 1 O J
MENGETAHUI TIM PELAKSANA KEGIATA
KEPALA DESA DESA ...,
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